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BUPATI WONOSOBO 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

 

PERATURAN  BUPATI  WONOSOBO 

NOMOR       6   TAHUN   2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 87 TAHUN 2016    

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

KABUPATEN WONOSOBO TAHUN  ANGGARAN   2017 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI  WONOSOBO, 

Menimbang  :  a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 

118 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017, 

terdapat perbedaan alokasi dana bantuan keuangan dari 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan yang direncanakan 

dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah  Kabupaten 

Wonosobo Tahun 2017; 

  b. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 

910/192/2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten Wonosobo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2017 dan 

Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo 

Tahun Anggaran 2017, dalam hal alokasi dana bantuan 

keuangan diterima setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 

Anggaran 2017 ditetapkan, maka harus melakukan perubahan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 

Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD 

untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
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  c. bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan 

Pendidikan Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan 

Olah Raga Kabupaten Wonosobo belum dianggarkan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo 

Tahun Anggaran 2017, dan berdasarkan Surat Edaran Menteri 

Dalam Negeri tanggal 11 Januari 2017 Nomor 910/106/SJ 

tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan 

Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan 

Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri Yang 

Diselenggarakan Oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, dana Bantuan Operasional 

Sekolah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten/Kota dengan cara melakukan perubahan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dengan pemberitahuan kepada 

Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah. 

  d. bahwa dalam perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2017 

terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat mendesak sebagai 

penunjang dana transfer, dan kegiatan yang harus diikuti di 

tingkat regional maupun nasional sebagai bagian dari 

kepesertaan dibawah koordinasi kementerian teknis dan 

Gubernur Jawa Tengah yang tidak tersedia dan/atau tidak cukup 

tersedia alokasi anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2017;  

  e. bahwa dalam perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2017, 

terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena belum 

dijabarkan sampai dengan rincian obyek  belanja, dan adanya 

pergeseran paket kegiatan maupun pergeseran belanja daerah 

pada kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2017;  
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  f.  bahwa dalam perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2017, 

terdapat kegiatan pelayanan dasar yang anggarannya semula 

direncanakan dibiayai dari bantuan keuangan Provinsi tetapi 

tidak teralokasikan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah 

Nomor 118 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

Anggaran 2017; 

  g. bahwa dalam rangka menjalin hubungan kerja dengan Instansi 

Vertikal diperlukan dukungan Program dan Kegiatan yang terkait 

dengan penyelenggaraan tugas instansi Vertikal di daerah; 

  h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada 

huruf a, huruf, b, huruf c,  huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, 

maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 87 Tahun 2016 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Wonosobo Tahun Anggaran 2017; 

Mengingat  :   1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah–daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah; 

2. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, 

Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 



4 

 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara  

Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4659) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4712); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5156); 
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5219); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272);  

22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 

54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); 

23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Pernundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 

Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 

Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah; 
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27. Peraturan Daerah Kabupaten  Wonosobo Nomor 13 Tahun 

2007 tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 

2008 Nomor 2); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten 

Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2); 

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017  (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10); 

30. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 118 Tahun 2017 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017  (Lembaran 

Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 118, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 

118); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo 

Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Wonosobo Nomor 10); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten 

Wonosobo Tahun Anggaran 2017  (Lembaran Daerah 

Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 13 Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13); 

33. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 87 Tahun 2016 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah 

Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 87); 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI WONOSOBO NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2017. 

  

 Pasal  I 

 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2016 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah 

Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 87) diubah sebagai 

berikut : 

 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal berbunyi 

sebagai berikut : 

 Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2017 semula berjumlah Rp. 1.739.673.915.201,- bertambah 

sejumlah Rp. 70.393.567.446,- sehingga menjadi                     

Rp 1.810.067.482.647,- dengan perincian sebagai   berikut : 

  - Pendapatan  

 

 
  

  a. Semula Rp 1.739.673.915.201,-   

  b. Bertambah Rp     70.393.567.446,-   

  
Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp 1.810.067.482.647,- 

  - Belanja 

 

 
  

  a. Semula Rp 1.802.450.915.201,-   

  b. Bertambah Rp 70.393.567.446,-   

  
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp 1.872.844.482.647,- 

  
Defisit setelah perubahan Rp   ( 62.777.000.000,-) 
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  - Pembiayaan 

 

   

  
a. Penerimaan   

  

   1) Semula Rp 72.777.000.000,-   

   2) Bertambah Rp 0, -   

   

 

Jumlah Penerimaan setelah 

perubahan 

 

 

Rp 

 

72.777.000.000,- 

 

 

  
b. Pengeluaran 

    

   1) Semula Rp 10.000.000.000,-   

   2) Bertambah Rp 0,-   

   
Jumlah Pengeluaran setelah 

perubahan 

 

Rp 

 

10.000.000.000,- 

  
Jumlah Pembiayaan netto setelah 

perubahan Rp 72.777.000.000,- 

  
Sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah 

perubahan Rp 0,- 

 

  2. Di antara ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal 

yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut : 

  Pasal  2A 

Perubahan Ringkasan dan Perubahan Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

  3. Di antara ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal 

yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut : 

  Pasal  3A 

Pelaksanaan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan 

lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran perubahan 

penjabaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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  Pasal  4 

  Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Wonosobo. 

   

   Ditetapkan  di Wonosobo 

   pada tanggal  20 Maret 2017 

    

   BUPATI   WONOSOBO, 
    

   
Cap & ttd 

    

   EKO PURNOMO 
 

Diundangkan di Wonosobo 

pada tanggal 21 Maret  2017 

 
SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN WONOSOBO, 

 

           Cap & ttd 

 

EKO SUTRISNO WIBOWO 

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017 NOMOR  6 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

 


